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KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

bahwa salah satu upaya pengendalian terhadap peredaran
obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya,
adalah dengan melakukan pengawasan secara berkelanjutan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan
Makanan Kabupaten Sidoarjo;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 3671);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5062), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Repulik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia
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Nomor 5063), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Repulik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Repulik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang
Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3781);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label
dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3867);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Industri dan Usaha Obat Tradisional (Berita N egara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 225);

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Pedoman
Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah
Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 470);

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah

Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 471);
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15. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pengawasan Kemasan Pangan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018;

17. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22
Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi
Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1106);

18. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Industri
rumah Tangga Pangan;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018
tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Obat dan Makanan di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 808);

20. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan;
21, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2
Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran

Kosmetika;

MEMUTUSKAN :

Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan
Makanan Kabupaten Sidoarjo.

Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu,
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah

sebagai berikut:

a. mengadakan sinkronisasi perencanaan program
pembinaan dan pengawasan obat dan makanan
di Kabupaten Sidoarjo;

b. mengadakan pengawasan terhadap produk, produksi,
dan distribusi obat dan makanan;

c. melakukan pengendalian terhadap peredaran dan
produksi obat dan makanan;

d. melakukan pembinaan terhadap peredaran dan
produksi obat dan makanan;

€. memberikan penyuluhan dan meningkatkan
pengetahuan tentang keamanan obat dan makanan pada

masyarakat;
f. membahas dan menyelesaikan permasalahan dalam
rangka kegiatan pengawasan, pengendalian,

pemeriksaan, dan pembinaan produk, peredaran, dan
produksi obat dan makanan;

g melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati
Sidoarjo.



KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo-
pada tanggal € M 2021

1 SIDOARJO,
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 384/438.1.1.3/2021
TANGGAL : © Mg 2021

SUSUNAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN KABUPATEN SIDOARJO

1. Pembina

2. Penasehat

3. Ketua

4. Sekretaris

S. Anggota

op

o p

Bupati Sidoarjo
Wakil Bupati Sidoarjo

Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Sidoarjo

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Sidoarjo

a.

b.

Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;

Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pangan dan
Pertanian Kabupaten Sidoarjo;

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner;

Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;

Kepala Bidang Bina Usaha Perikanan pada Dinas Perikanan
Kabupaten Sidoarjo;

Kepala Bidang Pasar Rakyat pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;

Kepala Bidang Keschatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Sidoarjo;

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo;

Kepala Seksi Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Sidoarjo;

Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;

. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan

Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
2 (dua) orang anggota Polisi dari Polresta Sidoarjo;
6 (enam) orang Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.




